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5. Scbelum Putusan Dijatuhkan, Dapat Dikeluarkan Penetapan Pen-
undaan Paksa Badan

Selanjutnya, Pasal 213 ayat (1) HIR memberi wewenang kepada Ketua
PN untuk mengeluarkan penectapan penundaan pelaksanaan paksa badan
sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jika hakim berpendapat proses pemeriksaan
memakan waktu yang relatif lama, sambil menunggu sampai putusan dijatuhkan:
o dapat dikeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan paksa badan;
e hal itu dapat dilakukan jika dianggap cukup alasan untuk itu:

Terutama apabila hakim berpendapat perlawanan mempunyai dasar alasan
yang kuat, sehingga besar kemungkinan perlawanan dikabulkan, penundaan
dapat dibenarkan. Namun, hakim perlu mempertimbangkan dengan matang
apakah dalam kasus tersebut patut menunda pelaksanaan. Penundaan yang
ceroboh akan menghilangkan kredibilitas pengadilan.

6. Terhadap Putusan Perlawanan, Dapat Diajukan Banding
Pasal 218 ayat (6) HIR berbunyi:
Dalam segala hal ini maka keputusan pengadilan negeri dapat
dibanding, tetapi keputusan itu dapat dilaksanakan lebih dahulu.'s

Bertitik dari bunyi pasal di atas, terdapat dua aspek hukum yang penting
diperhatikan.

a. Terhadap Putusan Perlawanan, Dapat Diajukan Upaya Hukum

Biasa

Baik pelawan (tergugat/debitur), maupun terlawan (penggugat/kreditor)
sama-sama berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan. Jadi,
upaya hukum terhadap putusan itu berlaku normal seperti terhadap putusan
gugatan kontentiosa pada umumnya. Sekiranya PN mengabulkan perlawanan,
terlawan (penggugat/kreditor) dapat mengajukan banding kepada PT sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura. Sebaliknya, kalau perlawanan ditolak, pelawan
dapat mengajukan banding terhadapnya.

b. Permohonan Banding Tidak Menghalangi Pelaksanaan Serta-merta
(Uitvoerbaar bij Voorraad) atas Putusan
Hal kedua yang digariskan pada Pasal 218 ayat (4) HIR berkenaan
dengan kekuatan serta-merta yang melekat pada putusan perlawanan
dimaksud. Meskipun salah satu pihak mengajukan banding, putusan dapat

16 Ridwan Syahroni, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1991),
hlm, 228,
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